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Abstract. Electronic Fund Transfer is a fund transfer method that is often used because it saves time and costs. 
However, along with the development of Information and Communication Technology, this method is becoming 
increasingly vulnerable to cybercrime due to its implementation using electronic systems. In 2021, Oleksandr 
Chuiko, Maryna Kahalnytska, and Andrei Turskiy stole electronic information from Bank BRI ATM cards and 
transferred the data to World Elite ATM cards. This action violated Article 81 of the Transfer of Funds Act and 
Article 35 of the Electronic Information and Transactions Act. The main charge in this case, Article 81 of the 
Transfer of Funds Act, has sparked debate due to the defendants use of computer technology regulated by the 
Electronic Information and Transactions Law. 
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Abstrak. Transfer Dana Elektronik adalah metode yang sering digunakan karena prosesnya yang hemat waktu 
dan biaya. Namun, beriringan dengan semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi metode ini 
menjadi semakin rentan terhadap kejahatan siber dikarenakan pelaksanaannya yang menggunakan sistem 
elektronik. Pada tahun 2021, Oleksandr Chuiko, Maryna Kahalnytska, dan Andrei Turskiy melakukan pencurian 
informasi elektronik dari kartu ATM Bank BRI dan memindahkannya ke kartu ATM Word Elite. Tindakan ini 
melanggar Pasal 81 UU Transfer Dana serta pasal 35 UU ITE. Dakwaan utama dalam kasus ini yaitu pasal 81 UU 
Transfer Dana menimbulkan perdebatan dikarenakan keseluruhan aktivitas Terdakwa menggunakan teknologi 
komputer yang diakomodir oleh UU ITE. 
 
Kata kunci: Kejahatan Siber,  Transfer Dana, Transfer Dana Elektronik 
 
 
1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia membawa berbagai 

dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, hingga 

pemerintahan. Namun, beriringan dengan kemajuan ini muncul pula kekhawatiran terhadap 

kejahatan siber yang juga semakin meningkat dan metodenya yang semakin berkembang 

bersama Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam mengatasi tantangan ini, Indonesia 

mengambil sikap dengan mengeluarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  dengan tujuan untuk melindungi 

seluruh rakyat Indonesia dari kejahatan siber. 
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Tindak Pidana Siber didefinisikan sebagai keseluruhan tindakan ilegal yang 

menggunakan sarana atau bantuan sistem elektronik.1 Kejahatan siber tidak terbatas hanya 

pada satu bidang saja, tetapi juga dapat dilakukan dalam bidang manapun selama dalam 

pengoperasiannya memanfaatkan sistem komputer dan jaringan internet, misalnya 

perbankan. Transfer dana yang dahulu hanya dapat dilakukan secara konvensional dengan 

mengantri di bank dan prosesnya masih paper based sekarang sudah dapat dilakukan secara 

instan melalui sistem elektronik yang telah dikembangkan sedemikian rupa guna 

mengakomodir pelayanan nasabah secara jarak jauh. Pengoperasiannya yang didasari oleh 

jejaring elektronik memudahkan oknum untuk dapat mengakses data nasabah dengan 

tujuan diubah maupun dimanipulasikan seolah olah data yang otentik untuk meraup 

keuntungan bagi dirinya sendiri.  

Sebuah kasus nyata terjadi di Yogyakarta pada tahun 2021 dengan No. 

78/Pid.Sus/2022/PN Yyk,yang dilakukan oleh Oleksandr Chuiko dan Maryna Kahalnytska 

bersama sama dengan Oleksandra Kovtun dan Andrei Turskiy melakukan tindakan 

manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik 

berupa data rekening bank 50 korban tersebut yang terdapat dalam dokumen elektronik 

berupa kartu ATM Bank BRI dengan cara memindahkan informasi elektronik ke dalam 

kartu ATM World Elite dengan menggunakan software laptop lenovo serta alat cetak 

magnetik dengan maksud agar ATM World Elite seolah olah Dokumen Elektronik yang 

berisikan Informasi Elektronik yang otentik dari Bank BRI.  

Dalam kasus tersebut telah terjadi tindak pidana yang secara spesifik diatur dalam 

pasal 35 Undang Undang ITE yang berbunyi sebagai berikut: 

“Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan 

hukum   melakukan   manipulasi,   penciptaan,   perubahan, 

penghilangan,  pengrusakan  Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen  Elektronik  dengan  tujuan  agar  Informasi  Elektronik 

dan/atau  Dokumen  Elektronik  tersebut  dianggap  seolah-olah data yang otentik” 

Namun, dalam kasus ini telah terjadi juga tindak pidana jenis lain yaitu tindak pidana 

transfer dana yang diatur dalam pasal 81 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Transfer Dana  berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum 

mengambil atau memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui 

                                                             
1  
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Perintah Transfer Dana palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 

atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)” 

Dalam pembuatan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menempatkan tindakan 

pemindahan dana dengan perintah transfer dana palsu sebagai dakwaan utama dan tindak 

pidana manipulasi informasi elektronik seolah-olah informasi dan data tersebut adalah data 

otentik sebagai dakwaan kedua. Perdebatan muncul terkait dakwaan utama yang 

didakwakan kepada para terdakwa dikarenakan seluruh kegiatan pemanipulasian, 

penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik berupa data 

rekening bank 50 korban dilakukan dengan teknologi komputer yang dimana lebih 

diakomodir oleh pasal 35 UU ITE. Maka dari itu, perlu dipahami lebih lanjut mengenai 

tujuan utama dari perbuatan oleh Terdakwa serta batas batas penentu penggunaan kedua 

pasal tersebut.  

 

2. KAJIAN TEORITIS 

A. Transfer Dana  

1. Pengertian Transfer Dana  

Transfer Dana didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dengan 

perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana kepada 

penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan 

diterimanya Dana oleh Penerima. Singkatnya, Transfer dana adalah proses 

pemindahan dana dari satu pengirim kepada pengirim lainnya melalui perintah dari 

pengirim asal kepada penyelenggara pengirim asal untuk memindahkan dana 

tersebut. Kegiatan ini diselenggarakan oleh bank maupun badan usaha berbadan 

hukum yang bukan bank di Indonesia dengan melibatkan beberapa pihak yang 

diantaranya ialah pihak pengirim uang, pihak bank pengirim, pihak penerima serta 

pihak bank pembayar. 

Dalam praktiknya, Transfer Dana dapat diselenggarakan secara konvensional 

maupun menggunakan sarana elektronik atau yang juga dikenal dengan Transfer 

Dana Elektronik. Meskipun memiliki dua metode penyelenggaraan, pada dasarnya 

kegiatan ini tetap memiliki mekanisme yang sama yaitu penyelenggara pengirim 

asal harus melaksanakan perintah sesuai dengan isi perintah Transfer Dana yang 

diterima dari pengirim asal namun penyelenggara pengirim asal dapat 

melaksanakan perintah yang diberikan hanya apabila perintah yang diberikan telah 

memuat informasi yang dibutuhkan kecuali informasi identitas penyelenggara 
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penerima akhir bagi transfer dana yang diserahkan secara tunai, tersedia dana yang 

cukup dari pengirim asal, penyelenggara pengirim asal telah melakukan autentikasi 

dan perintah yang diberikan apabila perintah tersebut telah memenuhi peraturan 

perundang undangan terkait transfer dana. 

2. Pengertian Transfer Dana Elektronik  

Transfer Dana Elektronik adalah sebuah metode transfer dana yang seluruh 

prosesnya sudah tidak lagi paper based tetapi sudah menggunakan sistem 

elektronik. Nasabah tidak perlu lagi mengantri di depan teller untuk melakukan 

penarikan tunai, pemindahan dana sudah dapat dilakukan secara ringkas dengan 

mengkreditkan pemindahan tersebut dari rekening masing masing melalui media 

elektronik. 

Terdapat beberapa jenis transfer dana elektronik, diantaranya ialah: 

a. Automated Teller Machines atau ATM, merupakan sebuah sistem pelayanan 

bank menggunakan media komputer dalam melaksanakan fungsi teller, sistem 

ini dapat mempermudah nasabah dalam memindahkan dana maupun menarik 

uang tunai tanpa harus datang ke bank karena adanya fleksibilitas waktu ATM 

yaitu 24 jam.  

b. Point of Sale Terminal (POS) jenis ini juga dikenal dengan tempat penjualan 

merupakan alat yang dipasang pada kasir suatu merchant, lewat alat ini nasabah 

dapat membayar tagihan atas pembelian yang dilakukan melalui rekening bank 

nasabah ke dalam rekening merchant terkait. Media yang digunakan adalah 

kartu magnetis dan pin sebagai alat otorisasinya, jasa ini dapat digunakan untuk 

produk berupa kartu kredit dan kartu debit.  

c. Automated Clearing (Lembaga Kliring Otomatis), media ini memfasilitasi 

pertukaran serta pembayaran elektronik melalui lembaga-lembaga keuangan 

sebagai bentuk pengganti cek kertas. Lewat sistem ini perhitungan tagih 

menagih baik antar bank maupun satu wilayah kliring dikelola oleh sebuah 

penyelenggara kliring melalui jaringan elektronis.  

d. Pay by internet, sebuah layanan izin yang difasilitasi oleh bank untuk nasabah 

dalam membayar tagihan atau pembayaran produk melalui internet. 

Transfer dana elektronik memungkinkan bank untuk melayani nasabah dengan 

lebih cepat dan mempermudah nasabah untuk memindahkan dana karena dapat 

dilakukan melalui media elektronik, metode ini juga dapat mengurangi biaya 

administrasi. Namun dikarenakan keseluruhan penyelenggaraan melibatkan sistem 
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dan media elektronik kegiatan transfer dana elektronik rentan terhadap fraud yaitu 

kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak nasabah maupun pegawai bank dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri.  

B. Electronic Fund Transfer Act Menurut Undang Undang Amerika Serikat  

Menurut United States Laws and Regulations, Electronic Fund Transfer atau yang 

juga dikenal dengan Transfer Dana Elektronik adalah pemindahan dana yang 

diinisiasikan melalui terminal elektronik, telepon, atau komputer yang mencakup 

perbankan online atau kartu magnetis dengan tujuan untuk memesan, menginstruksikan 

atau memberikan wewenang kepada lembaga keuangan untuk mendebit maupun 

mengkredit rekening konsumen. Terminal elektronik adalah sebuah alat elektronik selain 

telepon yang dapat digunakan oleh nasabah untuk menginisiasi Transfer Dana Elektronik 

apabila terjadi Transfer dana tanpa izin berarti Transfer Dana yang terjadi berasal dari 

akun nasabah namun dilakukan tidak atas izin nasabah. 

Dalam regulasi ini seorang nasabah dapat saja dianggap bertanggungjawab terhadap 

transfer dana tanpa izin berdasarkan durasi pelaporan nasabah terhadap transfer dana izin 

tersebut, apabila nasabah tidak melaporkan terkait dengan transfer dana tanpa izin dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan maka nasabah akan bertanggung jawab secara hukum. 

Adapun ketentuan terkait liabilitas nasabah adalah sebagai berikut: 

a. Dalam kasus kehilangan atau pencurian perangkat akses maka nasabah harus segera 

mengabari bank apabila nasabah mengabari bank 2 hari setelah perangkat akses 

hilang maupun dicuri maka nasabah harus membayar kurang dari 50 dollar atau 

sejumlah dengan transfer dana tidak sah  yang terjadi sebelum melapor kepada bank. 

b. Namun, apabila setelah lebih dari dua hari kerja setelah hingga 60 hari setelah 

pengiriman laporan yang menunjukkan transfer tidak sah pertama yang dilakukan 

dengan perangkat akses, nasabah baru melaporkan kepada bank, nasabah terkait 

harus membayar kurang dari 500 dollar atau jumlah dari 50 dollar atau total jumlah 

transfer yang tidak sah yang terjadi dalam dua hari kerja pertama serta jumlah transfer 

tidak sah yang terjadi setelah dua hari kerja dan sebelum pemberitahuan kepada 

institusi keuangan. Dalam hal ini liabilitas konsumen dapat dibayarkan dengan 

ketentuan bahwa bank dapat menunjukkan transfer-transfer ini tidak akan terjadi jika 

pemberitahuan telah diberikan dalam periode dua hari kerja.  

c. Ketentuan ketiga ialah apabila nasabah baru melaporkan sejak 60 hari setelah 

pengiriman laporan yang menunjukkan transfer tidak sah pertama yang dilakukan 

dengan perangkat akses maka nasabah harus membayar liabilitas sedikit dari 500 
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dollar atau jumlah dari 50 dollar atau total jumlah transfer tidak sah yang terjadi 

dalam dua hari kerja pertama serta jumlah transfer tidak sah yang terjadi setelah dua 

hari kerja sedangkan transfer yang terjadi setelah lebih dari 60 hari maka akan 

liabilitas nasabah tidak terbatas (hingga bank diberitahu), ketentuan ini akan berjalan 

apabila bank dapat menunjukkan bahwa transfer transfer ini tidak akan terjadi apabila 

jika pemberitahuan telah diberikan dalam periode 60 hari. 

d. Tetapi, apabila transfer dana tidak sah ini tidak melibatkan kehilangan maupun 

pencurian perangkat akses dan dilaporkan dalam kurun waktu 60 hari setelah 

pengiriman laporan berkala dimana transfer tidak sah pertama kali muncul maka 

nasabah tidak perlu membayar biaya liabilitas namun apabila baru dilaporkan setelah 

lewat dari 60 hari sejak laporan terkait dikirimkan maka nasabah akan dikenakan 

liabilitas tidak terbatas.  

 

3. METODE PENELITIAN 

Spesifikasi yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis, yang pada dasarnya 

menggambarkan mengenai masalah yang diteliti dan kemudian dilakukan analisis. Dalam 

hal ini menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

memberikan data-data yang diteliti, yang artinya untuk mempertegas hipotesis yang dapat 

membantu teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru. Kegiatan 

penelitian ini mempergunakan tipologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum 

yang menggunakan sumber hukum data sekunder. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Batas-batas yang harus ditentukan dalam penggunaan Pasal 81 Undang Undang 

Transfer Dana dan Pasal 35 Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(selanjutnya disebut “UU ITE”) merupakan Undang-Undang pertama yang secara 

khusus mengatur tindak pidana siber di Indonesia. Berdasarkan surat presiden RI. 

No.R. /70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi 

disampaikan kepada DPR RI kemudian disahkan pada tanggal 21 April 2008. 

Dalam UU ITE, beberapa objek yang dipertimbangkan meliputi informasi elektronik, 

transaksi elektronik, dokumen elektronik, sistem elektronik, dan penyelenggaraan 

sistem elektronik. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau 

sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, 
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peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic 

mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, 

simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh 

orang yang mampu memahaminya. Sementara, transaksi elektronik merupakan 

perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, 

dan/atau media elektronik lainnya.  

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU ITE, yang dimaksud dengan dokumen 

elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, 

diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 

sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau 

Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, 

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi 

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu 

memahaminya. 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Transfer Dana, Transfer Dana adalah rangkaian 

kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan 

memindahkan sejumlah Dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah 

Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima. 

Mengacu pada penjelasan atas UU ITE bagian Umum, belum terdapat peraturan 

komprehensif dalam bentuk undang-undang yang mengatur kegiatan Transfer Dana 

mengakibatkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan Transfer Dana pada saat ini 

terkendala dalam penyelesaiannya. Di sisi lain, perkembangan perekonomian 

internasional sudah semakin terintegrasi dengan pasar keuangan global. Beberapa 

kendala diantaranya adalah tindak pidana yang terjadi dalam penyelenggaraan transfer 

dana, yaitu melakukan kegiatan penyelenggaraan Transfer Dana tanpa izin termasuk 

Badan usaha bukan Bank dari Bank Indonesia dan secara melawan hukum membuat 

atau menyimpan sarana Perintah Transfer Dana dengan maksud untuk 

menggunakannya atau menyuruh orang lain untuk menggunakannya, atau 

menyerahkan sarana Perintah Transfer Dana. Secara melawan hukum mengambil atau 

memindahkan sebagian atau seluruh Dana milik orang lain melalui Perintah Transfer 

Dana palsu. (jelasin cybercrime transfer dana) 

Dalam UU Transfer Dana, beberapa objek yang dipertimbangkan meliputi transfer 

dana, dana, dan perintah transfer dana. Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 UU Transfer Dana, 

Dana adalah uang tunai yang diserahkan oleh pengirim kepada Penyelenggara 
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Pengiriman, uang yang tersimpan dalam rekening Pengirim pada Penyelenggara 

Penerima, uang yang tersimpan dalam rekening Penyelenggara Penerima pada 

Penyelenggara Penerima lain, uang yang tersimpan dalam rekening Penerima pada 

Penyelenggara Penerima akhir, uang yang tersimpan dalam rekening Penyelenggara 

Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak mempunyai 

rekening pada Penyelenggara tersebut, dan/atau fasilitas cerukan (overdraft) atau 

fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada pengirim. Pasal 1 Angka 1 UU 

Transfer Dana menjelaskan yang dimaksud dengan Perintah Transfer Dana adalah 

perintah tidak bersyarat dari Pengirim kepada Penyelenggara Penerima untuk 

membayarkan sejumlah Dana tertentu kepada Penerima.  

Maka dilihat dari objek-objek UU ITE dan UU Transfer Dana, batas-batas prinsipal 

kedua UU tersebut yaitu UU ITE mengatur secara khusus mengenai tindak pidana siber, 

sementara UU Transfer Dana mengatur mengenai pemindahan dana tanpa izin melalui 

perintah transfer dana.  

2. Kasus dengan Nomor Perkara 78/Pid.Sus/2022/PN Yyk lebih tepat diadili dengan 

pasal 81 Undang Undang Transfer Dana atau pasal 32 Undang Undang Informasi 

dan Transaksi Elektronik 

Pada tanggal 04 November 2021 pukul 19.07 WIB, Oleksandr Chuiko (selanjutnya 

disebut sebagai “Terdakwa I") dan Maryna Kahalnytska (selanjutnya disebut sebagai 

"Terdakwa II"), bersama Oleksandra Kovtun (selanjutnya disebut sebagai “DPO I”) 

dan Andrei Turskiy (selanjutnya disebut sebagai “DPO II”). Pada perkara ini, 

Terdakwa I dan II melakukan pemindahan dana milik orang lain melalui perintah 

transfer dana palsu dengan melakukan penambahan perintah transfer dana baru melalui 

mesin ATM Indomaret Pakualaman, Yogyakarta. 

Cara operasi atau metode khusus yang dilakukan Terdakwa I dan II dalam menyusun 

rencana kejahatan adalah dengan mengoperasikan TeamViewer menggunakan laptop 

untuk meng-copy data nasabah ke kartu berwarna biru bertuliskan Word Elite 

Corporate dan menggunakan data tersebut untuk mentransfer dana ke rekening yang 

disediakan oleh DPO II kemudian Terdakwa I dan II melakukan tarik tunai, 

pengecekan saldo, dan transfer ke rekening virtual. Kegiatan tersebut berlangsung di 

beberapa ATM Yogyakarta dari tanggal 29 September hingga 4 November 2021 

dengan total kerugian sejumlah Rp405.000.000,00.  

Pada 4 November 2021, Terdakwa I melakukan penarikan tunai sejumlah 

Rp400.000,00 menggunakan kartu ATM yang berisikan data nasabah Bank Rakyat 
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Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "BRI"). Kemudian, BRI mendeteksi adanya 

transaksi mencurigakan pada ATM di wilayah Yogyakarta. Hal ini menyebabkan pihak 

BRI melakukan investigasi dan menemukan bahwa Terdakwa I sedang melakukan 

tarik tunai yang terekam oleh CCTV. Kemudian, dilakukan penangkapan dan 

ditemukan barang bukti berupa 50 lembar slip transaksi ATM dan 25 kartu ATM yang 

bukan merupakan produk resmi dari BRI. 

Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa I dan II dengan dakwaan berbentuk 

alternatif. Dakwaan kesatu Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP 

Atau Dakwaan Kedua Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 UU ITE jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP Atau Dakwaan Ketiga Pasal 46 ayat (1) jo. pasal 30 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 

55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Khusus Terdakwa II Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 

56 ayat (1) KUHP.  

Dakwaan kesatu adalah Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP 

dengan unsur sebagai berikut: 

1. Setiap orang ; 

2. Secara melawan hukum mengambil atau memindahkan ; 

3. Sebagian atau seluruh dana milik orang lain ; 

4. Melalui perintah transfer dana palsu ; dan 

5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan 

perbuatan; 

Berbeda dengan dakwaan alternatif kesatu, Penuntut Umum mendakwakan Terdakwa 

I dan II pada dakwaan alternatif kedua dan ketiga menggunakan UU ITE. Hal tersebut 

dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I dan II menggunakan 

modus operandi yang berbasis teknologi. Didukung oleh keterangan ahli yang datang 

ke persidangan menyatakan bahwa Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang 

digunakan oleh Terdakwa I sebagai alat untuk memperlancar tindak pidana mereka 

secara fisik dapat dipandang sebagai sebuah Dokumen Elektronik.  

Mengacu pada dakwaan dari Penuntut Umum, pada perkara di atas dapat diketahui 

bahwa Majelis Hakim telah memutus perkara 78/Pid.Sus/2022/PN.Yyk dengan 

dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 

KUHP dan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Dapat diketahui bahwa dalam 

memutus perkara hakim memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan bahwa 

nasabah BRI yang dirugikan karena datanya diambil secara ilegal yang kemudian 

digunakan untuk mentransfer dana secara ilegal. Setelah memperhatikan hal tersebut, 
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Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu dan menyatakan bahwa 

semua unsur Pasal 81 UU Transfer Dana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara 

ini telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan II haruslah dinyatakan telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif 

kesatu Penuntut Umum. Putusan Hakim tersebut didukung oleh Jan Remmelink dalam 

bukunya yang berjudul Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, halaman 578 memberikan penjelasan 

mengenai asas Lex Specialis Sistematis, sebagai berikut “...Hoge Raad mengakui 

bahwa ‘aturan-aturan khusus’ yang sebagai spesialis ‘yuridikal’ atau 

‘sistematikal’  akan juga dapat menderogasi aturan-aturan umum.”. Mengacu pada 

penjelasan Jan Remmelink di atas, maka dapat dinilai bahwa uang milik nasabah BRI 

terkualifikasi sebagai dana dan mengenai hal tersebut telah diatur lebih khusus dalam 

UU Transfer Dana. Walaupun uang dalam hal ini juga termasuk ke dalam dokumen 

elektronik, tetapi kembali lagi ke asas lex specialis sistematis yang dikemukakan oleh 

Jan Remmelink, maka ketentuan yang mengatur lebih khusus, yaitu mengenai dana, 

haruslah dan lebih tepat untuk digunakan. Dana milik nasabah BRI yang dimaksud 

dalam Surat Dakwaan telah diatur secara lebih khusus sebagai Dana dalam UU Transfer 

Dana dibandingkan sebagai Dokumen Elektronik dalam UU ITE. Pengertian dari Dana 

tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 4  UU Transfer Dana sebagai berikut: 

“Dana adalah: a. uang tunai yang diserahkan oleh Pengirim kepada Penyelenggara 

Penerima; b. uang yang tersimpan dalam Rekening Pengirim pada Penyelenggara 

Penerima; c. uang yang tersimpan dalam Rekening Penyelenggara Penerima pada 

Penyelenggara Penerima lain; d. uang yang tersimpan dalam Rekening Penerima pada 

Penyelenggara Penerima Akhir; e. uang yang tersimpan dalam Rekening 

Penyelenggara Penerima yang dialokasikan untuk kepentingan Penerima yang tidak 

mempunyai Rekening pada Penyelenggara tersebut; dan/atau e. fasilitas cerukan 

(overdraft) atau fasilitas kredit yang diberikan Penyelenggara kepada Pengirim.”. 

Kemudian, Pasal 1 angka 4 UU ITE mendefinisikan Dokumen Elektronik sebagai 

berikut “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 

diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 

didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada 

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, 
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Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami 

oleh orang yang mampu memahaminya.”. 

Mengacu pada pengertian Dana menurut UU Transfer Dana dan pengertian Dokumen 

Elektronik di atas, objek yang berpindah adalah uang milik nasabah BRI yang menurut 

UU Transfer Dana dapat dikategorikan sebagai dana. Meskipun dana dari nasabah BRI 

dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik juga, tetapi kembali pada asas lex 

specialis sistematis yang dikemukakan oleh Jan Remmelink maka ketentuan yang 

mengatur lebih khusus, yaitu mengenai dana, haruslah dan lebih tepat untuk digunakan. 

Sehingga meskipun modus operandi yang digunakan oleh Terdakwa I dan II berbasis 

teknologi tetapi tujuan awal dari Terdakwa I dan II adalah untuk mendapatkan 

keuntungan dengan memindahkan dana maka dapat kami simpulkan bahwa putusan 

Majelis Hakim dalam perkara no 78/Pid.Sus/2022/PN.Yyk dalam memutus perkara 

dengan UU Transfer Dana sudah tepat. Apabila Majelis Hakim memutus perkara 

tersebut menggunakan UU ITE, unsur Dokumen Elektronik tidak dapat terpenuhi dan 

akan berdampak pada putusan Majelis Hakim itu sendiri. Hal ini diperkuat dengan 

Konsideran UU Transfer Dana yang menyatakan bahwa UU tersebut berlaku untuk 

memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas transfer dana di Indonesia mengalami 

peningkatan signifikan, baik dalam jumlah transaksi, nilai nominal, maupun jenis 

media yang digunakan terhadap kegiatan tersebut yang hampir seluruhnya 

dilaksanakan melalui media elektronik.  

 

5. KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat diperoleh, yaitu batasan  dari UU ITE 

mengatur secara khusus tindak pidana siber, sementara UU Transfer Dana mengatur mengenai 

pemindahan dana tanpa izin melalui perintah transfer dana palsu. Pada perkara No 

78/Pid.Sus/2022/PN.Yyk, Terdakwa mengambil uang milik nasabah BRI menggunakan sarana 

teknologi untuk menambahkan perintah transfer dana palsu. Meskipun secara modus operandi 

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terakomodir dalam UU ITE, tetapi berdasarkan 

asas lex specialis sistematis, ketentuan yang lebih khusus mengesampingkan ketentuan umum 

sehingga UU Transfer Dana lebih tepat untuk digunakan karena objek yang diambil oleh 

Terdakwa merupakan Dana yang terakomodir dalam UU Transfer Dana. 
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